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PUTUSAN
Nomor 1176/Pdt.G/2024/PA.Shs

A .
el o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat
pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik,

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tebas, 31 Oktober 1985,
agama lIslam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3,
tempat kediaman di XXXXX XXXXXX, XX XXXXXX XXX,
Desa Tebas Sungai, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX

xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili

elektronik dengan alamat email
efalira88@gmail.com/ 082141748464, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semelagi Besar, 17 April 1990,
agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
pendidikan SD, tempat kediaman KOTA
SINGKAWANG (RUMAH BAPAK JAMIL DAUD),

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal
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04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1176/Pdt.G/2024/PA.Sbs,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal
24 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1431 H.,
yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 548/07/X/2010, tanggal 14
Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Penggugat di XXXX XXXXX XXXXXX;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya
suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Efaldi bin Andri
Cahyo Apriyanto, lahir di Sambas, 6 November 2015, yang saat ini anak
tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan
atau setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak 2017 yang
disebabkan karena:

a. Bahwa Tergugat pernah berselingkuh yang bernama Endang Julianti
asal Sungai Kelambu dan Tergugat sendiri yang berterus terang;

b. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat
hanya memberi Rp1.500.000 perbulan sedangkan Penggugat
membutuhkan Rp2.500.000 perbulan, sehingga untuk menutupi
kebutuhan, Penggugat ikut bekerja sebagai pedagang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi sejak Mei 2024, yang disebabkan karena Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar karena masalah perempuan dan Tergugat
yang sudah tidak tahan memutuskan turun dari rumabh;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang di mana Penggugat tinggal di
rumah orang orangtua Penggugat di XxxX XxXxXx XXxxxx sedangkan
Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX dan
telah berlangsung selama 6 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi
nafkah pada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1176/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan pernah
ada upaya dari keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali namun
gagal;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan
dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; 10. Bahwa
Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.  Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap
Penggugat, PENGGUGAT;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah
dipanggil melalui domisili elektroniknya dan Penggugat datang menghadap
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor:
1176/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 20 Desember 2024 dan Nomor
1176/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 06 Januari 2025 melalui surat tercatat yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/07/X/2010 yang
dikeluarkan oleh KUA Tebas xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan
Barat,tanggal 14 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa
dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Fatimah binti Sur’i, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXxxx XXxxxxx xxxx RT.7 RW.4

XXXX XXXXX XXXXXX  XXXXXXXXX  XXXXX  XXXXXXXXX  XXXXXX, hubungannya

dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXXX XXXXXX;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Efaldi bin Andri Cahyo
Apriyanto, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
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- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan
yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak melihat/mendengar langsung perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat, namun mengetahuinya berdasarkan laporan
Penggugat mengenai perselisihan dalam rumah tangganya;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan kurang
memberikan nafkah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat
bekerja jualan di kios;

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan
Mei tahun 2024;

- Bahwa perselisihan itu mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat
pisah rumah yang sudah berjalan selama 8 bulan hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah, sudah tidak
menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi
menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak Kkeluarganya telah menasehati untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya
ingin bercerai;

Saksi 2, Yani Marianti binti A. Rahman, umur 40 tahun, agama Islam,

pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX XXXXX

RT.1 RW.3 XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Kayong Utara,

hubungannya dengan Penggugat sebagai kakak kandung, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXXX XXXXXX;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Efaldi bin Andri Cahyo
Apriyanto, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan

yang terus menerus;
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- Bahwa saksi tidak melihat/mendengar langsung perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat, namun sering melihat antara Penggugat dan
Tergugat setelah bertengkar tidak saling tegur sapa dan selebihnya
mengetahuinya berdasarkan laporan Penggugat mengenai perselisihan
dalam rumah tangganya;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain dan
kurang memberikan nafkah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
Penggugat bekerja jualan di kios;

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan
Mei tahun 2024;

- Bahwa perselisihan itu mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat
pisah rumah yang sudah berjalan selama 8 bulan hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah, sudah tidak
menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi
menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarganya telah menasehati untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya
ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan pertanyyan apapun
kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Upaya Damai
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Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu,
Penggugat telah dipanggil secara elektronik (e-court) dan datang menghadap
ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1)
R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta
Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 1176/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 20 Desember 2024 dan Nomor
1176/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 06 Januari 2025 melalui surat tercatat,
sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal
31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim
telah berupaya menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar
tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka
upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;
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Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat
selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Endang Julianti dan kurang
memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Mei 2024 pisah
tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama
hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di
atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870
KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami
istri sah, menikah pada tanggal 24 September 2010, hal tersebut sesuai
ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas XXXXXXXXX XXXXXX
Provinsi Kalimantan Barat, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Fatimah binti Sur’i dan Yai Marianti binti A. Rahman, keduanya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309
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R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak
tahun 2017 karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan juga
Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, berakibat pisah
tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 yang lalu hingga sekarang karena
Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, upaya damai telah
dilakukan oleh pihak keluargannya namun tidak berhasil;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah
dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017 karena Tergugat
selingkuh dengan perempuan lain dan kurang memberikan nafkah kepada
Penggugat, berakibat pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 hingga sekarang
karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga
sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Terugat tidak pernah lagi
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing serta tidak pernah ada
komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1)
mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh
karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat
lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan

petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan
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mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini
dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2)
telah memohon kepada Majelis Hakim untuk talak satu ba'in sughra Tergugat
kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang
suami istri, in casu Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan
yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan percaraian a quo adalah
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang
menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya
hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan
pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus;
keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan
Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut
satu persatu dengan menghubungkanya terhadap fakta-fakta yang telah
ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 24 September 2010 yang
telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1
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orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara nyata sulit untuk dirukunkan kembali,
dan akibat perselisihan tersebut sejak Mei 2024 atau selama kurang lebih 7
bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, menunjukkan
bahwa unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta setiap kali persidangan telah
diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali
rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak
berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau
melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa
unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan
Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan
unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan
Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-
masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, hal mana
sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014
tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis
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Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup
rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam
satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri
untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling
membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang
dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih
besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah figh
yang berbunyi :
tllasll Cd> e paso dwlaodl )0
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang
perlu mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz I
halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang
berbunyi :

Glay L sl oy zoill wlucl ol azg il aiw olall o) balsss cais 15l

il aall leillo lagin Tl o (riolall sz s laglliol Gu 8 iusll plgs ase
Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara
keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka

Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
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Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka (1)
yang menyebutkan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti
suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti
dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan
kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan
KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis
Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk
bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasakan ketentuan Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya
gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka (1) dan (2) tersebut harus
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Sambas adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak
dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah
dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan
petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz I
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halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Jldlols, (ad 3= Y pllb 949 wmi pld praluwall oS5 o oS Gl 25 0o

) oilad

Artinya : ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim

dan gugur haknya " ;
dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:
V-lo¥l (ade oSallg dindly soe2l Elaw 5 0 isigl aplsi) o lazl H5si olg
NEq

Artinya : “Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh
pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan
hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon
kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat
sesuai  peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp.202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);
Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Sambas pada hari Jum’at tanggal 10 Januari 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah oleh H. Samad Harianto,
S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H. dan Nuzulul
Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan
disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H.
Junaidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H. H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Junaidi, S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 57.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah 'Rp 202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah).
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



